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PEF~ATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 91 TAHUN 2013

TENTANG

PENGENAAN DAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEtRDESAAN
DAN PERKOTAAN 01 BIOANG PENOIDIKAN SWASTf.\

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKART

Menimbang a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Per turan Daerah
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi d n Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dinyatakan bahwa obje pajak yang
digunakan semata-mata untuk melayani kepentin an umum di
bidang pendidikan yang tidak dimaksudkan untu memperoleh
keuntungan tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangun n Perdesaan
dan Perkotaan;

asar Swasta,
nengah Atas
asta sebagai
ng pelayanan
encerdaskan
aya mencari

b. bahwa berdasarkan perkembangan pada Sekolah
Sekolah Menengah Pertama Swasta, Sekolah M
Swasta dan sejenisnya serta Perguruan Tinggi S
institusi yang dalam menjalankan fungsi sosial di bid
pendidikan selain untuk menunjang program
kehidupan bangsa juga menitikberatkan pada u
keuntungan;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di~aksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gu ernur tentang
Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi da Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Bidang Pendidikan Swas a;

Pendidikan

emerintahan
kota Negara

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ib
Kesatuan Republik Indonesia;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ~;ist

Nasional; .

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Oaerah sebagaimana telah beberapa kali diubah tetakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Mengingat



Menetapkan

2

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang I Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang I Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang penJ'dikan Tinggi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tenta 9 Jenis Pajak
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepa a Daerah atau
Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistetn Pendidikan;

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tenta~g Organisasi
Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketlentuan Umum
Pajak Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang P$jak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

12. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang ~rganisasi dan
Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;

13. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2011 tentang \pembentukan
Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGURANCiAN\PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 01 BIDANG
PENDIDIKAN SWASTA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Pera~gkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Oaerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daeran Khusus Ibukota
Jakarta.

4. Oinas Pelayanan Pajak' adalah Dinas Pelayanan Ftajak Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
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5. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dlnas Pelayanan
Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi IDaerah Khusus
Ibukota Jakarta.

7. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pen(Jidikan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Suku Dinas Pelayanan Pajak adalah Suku Dinas P~layanan Pajak
pada Kota Administrasi.

9. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak adalah Kep<lla Suku Dinas
Pelayanan Pajak pada Kota Administrasi.

10. Unit Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya d'singkat UPPD
adalah Unit Pelayanan Pajak Daerah Dinas Pelaya1an Pajak yang
berada di wilayah Kecamatan.

11. Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah adalah Kepa'a UPPD yang
berada di wilayah Kecamatan.

12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan p~rkotaan yang
selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas umi dan/atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaat an oleh orang
pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan per otaan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usah perkebunan,
perhutanan dan pertambangan.

13. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan p~kotaan adalah
objek pajak Bumi dan/atau Bangunan yang di i1iki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau bada ,kecuali objek
pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, p rhutanan dan
pertambangan.

14. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan
lingkungan berbentuk kegiatan belajar secar-a
dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

15. Sekolah Dasar Swasta dan sederajat yang se,anjutnLa disebut SD
Swasta adalah Sekolah Dasar Swasta dan sederajar yang berada
di Daerah.

16. Sekolah Menengah Pertama Swasta dan sederajat yarg selanjutnya
disebut SMP Swasta adalah SMP Swasta dan s~derajat yang
berada di Daerah. .

17. Sekolah Menengah Atas Swasta dan sederajat ya~g selanjutnya
disebut SMA Swasta adalah SMA Swasta dan s~derajat yang
berada di Daerah.

13. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menvelenggarakan
pendidikan tinggi.

19. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingka PTS adalah
perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diseleng arakan oleh
masyarakat dapat berupa akademi, politeknik, s kolah tinggi,
lembaga pendidikan tingg! dan universitas yang di lenggarakan
oleh badan penyelenggaraan Perguruan Tinggi wasta yang
berbentuk yayasan, perkumpulan sosial dan/atau bad n wakaf.
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20. Sural Pemberitahuan Pajak Terutang yang Selanj~lnYa disingkat
SPPT adalah surat yang digunakan untuk member ahukan besar
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaa yang terutang
kepada Wajib Pajak.

21. Surat Ketetapan Pajak Oaerah yang selanjutnya d~singkat SKPO
adalah Surat Ketetapan Pajak Oaerah yang menent~kan besarnya
jumlah pokok pajak yang terutang.

22. Pengurangan PBB-P2 adalah pengurangan PBB-P21 yang terutang
dalam SPPT atau SKPO atau Surat Tagihan Pajak Qaerah (STPO)
PBB-P2.

BAB II

PENGENAAN PBB-P2 KEPADA SO SWASTA, SMPlSWASTA,
SMA SWASTA DAN SEDERAJAT, PTS DA

PENOIOIKAN INFORMAL

Bagian Kesatu

Pengenaan PBB-P2 atas SO Swasta, SMP Swasta
dan SMA Swasta dan Sederajat

Pasal2

(1) Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki atau ikuasai atau
dimanfaatkan untuk pendidikan tingkat SO Swasta, SMP Swasta
dan SMA Swasta dan Sederajat dikenakan PBEl-P2 sebesar 50%
(lima puluh persen) dari PBB-P2 yang seharusnya t tang.

(2) SO Swasta, SMP Swasta dan SMA Swasta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan m
satu kriteria :

a. mengikuti program Wajib Belajar 12 (dua Ibelas) tahun
Pemerintah Oaerah; .

b. menerima Bantuan Operasional Sekolah \.(BOS) dari
pemerintah; ,

c. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
lainnya dengan nama apapun rata-rata:

pungutan

1. SO Swasta dan sederajat di atas Rp 50,OOO,pO (lima puluh
ribu rupiah);

2. SMP Swasta dan sederajat di atas Rp 100.0~O,OO (seratus
ribu rupiah); dan

3. SMA Swasta dan sederajat di atas Rp 1~jO.O~O.OO (seratus
lima puluh ribu rupiah),

d. Sumbangan atau pungutan lainnya dengan iIlama apapun
rata-rata:

1. SO Swasta dan sederajat di atas Rp 50Q,OOO,OO (lima
ratus ribu rupiah);
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2. SMP Swasta dan sederajat di atas Rp 1.QOO.000.00 (satu
juta rupiah); dan

3. SMA Swasta dan sederajat di atas Rp 2.QOO.000.00 (dua
juta rupiah).

e. luas bangunan di atas 1.000 m2 (seribu meter rerSegi);

f. lantai tingkat bangunan di atas 1 (satu) lantai;

g. luas tanah di atas 1.000 m2 (seribu meter pers~gi); dan

h. jumlah siswa di atas 500 (lima ratus) siswa.

(3) SD Swasta, SMP Swasta dan SMA Swasta dan Sederajat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ters bar di Daerah
dengan 1 (satu) kepemilikan atau 1 (satu) manaje en, dikenakan
PBB-P2 apabila dari hasil penjumlahan atas bagi n-bagian objek
PBB-P2 yang dimiliki atau dikuasai atau dimanf tkan oleh SD
Swasta, SMP Swasta dan SMA Swasta dan ederajat yang
bersangkutan memenuhi kriteria sebagaimana imaksud pada
ayat (2).

Bagian Kedua

Pengenaan PBB-P2 untuk PTS

Pasal3

(1) Bumi dan/atau bangunan yang. dimiliki atau ~ikuasai alau
dimanfaalkan untuk PTS dikenakan PBB-P2 seb sar 50% (lima
puluh persen) dari PBB-P2 yang seharusnya te ulang apabila
memenuhi salah satu krileria sebagai berikul :

a. sumbangan penerimaan pendidikan (SPF') ~an pungutan
lainnya dengan nama apapun rata-rata di atas Rb 5.000.000,00
(lima juta rupiah) satu tahun;

b. luas bangunan di alas 2.000 m2 (dua ribu meter iPersegi);

C. lantailtingkat bangunan di atas 4 (empat) lantai;

d. luas tanah di alas 20.000 m2 (dua puluh ribu n\1eter persegi);
dan

e. jumlah mahasiswa di atas 3.000 (tiga ribu) mahasiswa.

(2) PTS yang tersebar dalam wilayah Provinsi m~1 J karta dengan
1 (satu) kepemilikan atau 1 (satu) manajemen, di enakan PBB­
P2 apabila dari hasil penjumlahan atas bagian-bagi n objek PBB­
P2 yang dimiliki atau dikuasai alau dimanfaatkan leh PTS yang
bersangkulan memenuhi kriteria sebagaimana di aksud pada
ayat (1).
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Bagian Ketiga

Pendidikan Informal

Pasal4

Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai ata! dimanfaatkan
untuk Pendidikan Informal seperti Pendidikan Anak Usi Oini (PAUO),
Taman Kanak-kanak (TK) dan sejenisnya dikenakan P B-P2 sebesar
50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang seharusnya t rutang.

BAB III

PENGURANGAN PBB-P2

Pasal5

(1) SO Swasta, SMP Swasta dan SMA Swasta dan S derajat, PTS,
dan Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud alam Pasal 2
ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 yang dala kegiatannya
nyata-nyata tidak memperoleh keuntungan berd sarkan hasil
perhitungan penerimaan dikurangi biaya-biaya pengeluaran
rutin/operasional SO Swasta, SMP Swasta dan SM Swasta dan
Sederajat PTS dan Pendidikan Informal dapat mengajukan
permohonan pengurangan PBB-P2.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh
dari :

a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);

b. Biaya seleksi masuk (pendaftaran);

(3)

c. Sumbangan Wajib Pembangunan/Prasarana
dari siswa/mahasiswa;

d. penerimaan dari hasil usaha sampingan; dan

e. penerimaan lain-Iainnya.

SO Swasta, SMP Swasta dan SMA Swasta dan S
dan Pendidikan Informal yang tidak memperole
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan de

ng dipungut

derajat, PTS
keuntungan

gan:

a. laporan keuangan (antara lain neraca awal dan~neraca akhir)
yang telah diaudit oleh aparat pengawas n fungsional
pemerintah dan/atau akuntan publik, kecua Pendidikan
Informal;

b. laporan penerimaan dan pengeluaran rutin; dan

c. data lain yang mendukung.

(4) SD Swasta, SMP Swasta dan SMA Swasta dan s~erajat, PTS
dan Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud da ayat (1),
dapat diberikan pengurangan PBB-P2 paling tinggi sebesar 50%
(lima puluh persen) dari PBB-P2 terutang.
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(5) Atas bumi dan/atau bangunan yang dimilikldikua aildimanfaatkan
oleh SD Swasta, SMP Swasta dan SMA Swast dan Sederajat
dan PTS tetapi secara nyata tidak dima faatkan untuk
penyelenggaraan pendidikan dan secara langsun yang terletak di
luar Iingkungan SD Swasta. SMP Swasta dan S A Swasta dan
Sederajat dan PTS tetap dikenakan PBB-P2 sep nuhnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undan'~an

BABIV

TATA CARA PENGENAAN DAN PENGURANGAN PBl3-P2 KEPADA
SD SWASTA, SMP SWASTA, SMA SWASTA DAN ~EDERAJAT.

PTS DAN PENDIDIKAN INFORMAL

Bagian Kesatu

Pengenaan

Pasal6

(1) Pengenaan PBB-P2 kepada SD Swasta, SMP~swasta. SMA
Swasta dan Sederajat, PTS dan Pendidikan Infcrm I sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat ( ) dan Pasal 4
dengan caia menerbitkan SPPT PBB-P2 sebesar 5 % (lima puluh
persen) dari PBB-P2 yang seharusnya terutang se uai basis data
PBB-P2 yang ada.

(2) Terhadap SD Swasta, SMP Swasta, SMA Swasta an Sederajat,
PTS dan Pendidikan Informal yang belum pernan di rbitkan SPPT
PBB-P2, maka PBB-P2 terutang sebagaimana d maksud pada
ayat (1), didasarkan pada Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah
(SPOPD).

Bagian Kedua

Tata Cara Pengurangan

Paragraf 1

Persyaratan Permohonan

Pasal 7

(1) Pemberian pengurangan PBB-P2 kepada SO Iwasta. SMP
Swasta, SMA Swasta dan Sederajat, PTS da Pendidikan
Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berdasarkan
permohonan tertulis yang sekurang-kurangnya mem at:

1. Nama dan alamat Wajib PajaklOirektur sesuai Idengan yang
tercantum dalam SPPT PBB-P2/SKPD;

2. Nomor Objek Pajak (NOP);

3. Alamat Objek Pajak; dan

4. Tahun PBB-P2 terutang yang dimohon penguranoan.
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(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1(1), dilengkapi
persyaratan sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan SO 1Swasta, SMP
Swasta, SMA Swasta, PTS dan Pendidikan Informal;

2. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Pemohon;

3. Fotokopi SPPT P88-P2;

4. Laporan Keuangan meliputi, antara lain ner?ca awal dan
neraca akhir yang telah diaudit oleh aparat pengawas
fungsional pemerintah dan/atau akuntan publik;

5. Laporan penerimaan dan pengeluaran rutin; da

6. data lain yang mendukung dan berhubungan d~ngan Laporan
Keuangan.

kukan dalam

a. 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT P138-P2;

b. 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPO;

c. 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keberatt3n P88-P2;

d. 3 (tiga) bulan sejak tanggal terjadinya bencana 4lam;

e. 3 (tiga) bulan sejak tanggal terjadinya sebab 1ain yang luar
biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menu jukkan bahwa
dalam jangka waktu tersebut tidak dapal di enuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

(3) Pengajuan permohonan pengurangan P88-P2
jangka waktu paling lama:

(4) Permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT P813-P~ atau 1 (satu)
SKPO.

(5) Tidak memiliki tunggakan P88-P2 tahun pajak se
objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kec
objek pajak terkena bencana alam atau sebab
biasa.

elumnya atas
ali dalam hal
in yang luar

(6) Format surat permohonan pengurangan P88-P21 dan Laporan
penerimaan dan pengeluaran rutin sesuai Format 1 dan Format 2
Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Kewenangan Penyelesaian Pengurangan

Pasal8

(1) Gubernur mendelegasikan kewenangan penyele:;aia~ pengurangan
P88-P2 kepada :

a. Kepala UPPO menyelesaikan permohonan pengurangan P88­
P2 sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratLjs juta rupiah);



, ,
9

b. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak \menyelesaikan
permohonan pengurangan PBB-P2 di alas Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2 500.000.000,00
(dua miliar lima ratus juta rupiah); dan

c. Kepala Dinas Pelayanan Pajak menyelesaik~n permohonan
pengurangan PBB-P2 di atas Rp 2.500.000.oqo,00 (dua miliar
lima ratus juta rupiah).

(2) Permohonan pengurangan PBB-P2 dari Waji Pajak yang
dilerima oleh UPPD atau Suku Dinas Pelayanan jak atau Dinas
Pelayanan Pajak yang bukan kewenanganny sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka permohonan terse ut diterima dan
diteruskan kepada UPPD atau Suku Dinas Pelay nan Pajak atau
Oinas Pelayanan Pajak yang berwenang.

(3) Penyampaian permohonan pengurangan PBB-P~ sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 7 (iujuh) hari kerja
sejak dilerimanya permohonan.

Paragraf 3

Penelitian Administrasi dan Lapangan

Pasal 9

(1) Berdasarkan permohonan pengurangan PBB-P2~ sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, UPPD atau Suku Oi as Pelayanan
Pajak alau Oinas Pelayanan Pajak melaku an penelitian
administrasi permohonan dan persyaratan permo onan, dengan
ketenluan sebagai berikut :

a. mengembalikan permohonan kepada Waji~ Pajak jika
permohonan dan persyaratan permohonan tidakllengkap;

b. memproses pemberian pengurangan PBB-P2 jikja permohonan
dan persyaratan permohonan lengkap lampiranrlva.

(2) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud~pada ayat (1)
huruf a, dilakukan 'secara tertulis dengan menye utkan alasan
pengembalian permohonan yang disert~i dengan ta da terima.

(3) Pengajuan permohonan yang disampaikan
pengembalian permohonan sebagaimana dimaKsu
huruf a, dapat disampaikan melalui pos.

melalui pos,
pada ayat (1)

(4) Wajib Pajak yang dikembalikan permOhOnan'1ya~Sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan kernba i permohonan
pengurangan PBB-P2 setelah melengkapi kekurang n persyaratan
permohonan.

(5) Tanda lerima pos merupakan tanda terirna Ipenyampaian
permohonan dari Wajib Pajak.
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Pasal 10

(1) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1), melipuli seluruh persyaratan permohonan.

(2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud Dada ayat (1),
menggunakan formulir sesuai Format 3 Lampiran Peraturan
Gubernur ini.

as Pelayanan
ntuk menguji

enelitian yang
uasanya dan

Pasal11

UPPD atau Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Di
Pajak dapat melakukan penelitian di lapangan
kebenaran keadaan subjek dan objek pajak.

(1 )

(2) Hasil penelitian lapangan dibuatkan berita acara
ditandatangani juga oleh Wajib Pajak atau
membuat laporan hasil penelitian.

(3) Format Serita Acara Penelitian dan Laporan Hilsil Penelitian
sesuai Format 4 dan Format 5 Lampiran Peraturan <J;ubernur ini.

Pasal 12

Penelitian administrasi dan lapangan sebagaimana di~aksud dalam
Pasal 10 dan Pasal 11 dilakukan paling lama 30 (ti a puluh) hari
kalender sejak diterimanya permohonan yang telah lengk p.

Paragraf 4

Keputusan Pengurangan

Pasal 13

Kepala Suku
ajak Daerah
6 Lampiran

Sentuk Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Paja
Dinas Pelayanan Pajak!Kepala Unit Pelayanan
tentang Pengurangan PSS-P2 sesuai Format
Peraturan Gubernur ini.

(3)

(1) Kepala UPPD atau Kepala Suku Dinas pelayan!fe Pajak atau
Kepala Dinas Pelayanan Pajak dalam jangka vlakt paling lama
6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan mem eri Keputusan
Pengurangan.

(2) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud tda ayat (1)
ditetapkan dengan. Keputusan Kepala Dinas Pela anan Pajak!
Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak!Kepala Unit Pe yanan Pajak
Daerah.

Pasal 14

(1 ) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksuc! dalam Pasal 13,
diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

, keputusan
ikan kepada

Dalam hal permohonan dilakukan melalui po
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disam
Wajib Pajak atau kuasanya melalui pos.

(2,) Penyampaian Keputusan Pengurangan SebagaimaLa dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), disertai dengan tanda teri;t.;a.

(2)

(4) Pengiriman keputusan melalui pos merupakan bukti penyampaian
keputusan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
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BABV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku. maka :

a. Pembayaran PBB-P2 yang telah dibayarkan oleh ~jib Pajak atau
kuasanya sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tidak dapat
diajukan permohonan pengurangan PBB-P2 ata tidak dapat
diajukan restitusi atau kompensasi; dan

b. Terhadap permohonan pengurangan PBB-P2 Yan~telah diajukan
oleh Wajib Pajak SO Swasta. SMP Swasta. SMA S sta. PTS dan
Pendidikan Informal sebelum berlakunya Peratura Gubernur ini.
dapat diberikan pengurangan PBB-P2 sebagaim na dimaksud
dalam Pasal 5 sesuai dengan kriteria dan persyara an yang diatur
dalam Peraturan Gubernur ini.

BABVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diund!ngkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2013

GUBERNUR PROVINSI DAdRAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARtfA.

Ttd.

JOKOWIDOD
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2013

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 61016

Sal" i
KEPALABID~r
PROVINSI~~



(

Lampiran Peraturan Gubernur Provinsi D erah Khusus
Ibukota Jakarta

Nemer 91 TAHUN 2013
Tanggal 22 Aguslus 2013

CONTOH FORMAT

No. Format Judul

1. Format 1 Surat Permohonan Pengurangan PBB-P2

2. Format 2 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Rutin

3. Format 3 Formulir Penelitian Administrasi

4. Format 4 Berita Acara Penelitian

5. Format 5 Laporan Hasil Penelitian

6. Format 6 Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak/fee> ala Suku Dinas

Pelayanan PajaklKepala Unit Pelayanan Pajak Daerah tentang

Pengurangan PBB-P2

GUBERNUR PROVINSI DAE ~AH KHUSUS
IBUKOTA JAKAR~A,

Ttd.

JOKOWIDOD ~



Format 1

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal : Permohonan Pengurangan

PBB-:J2 SO Swasla, SMP
Swasta, SMA Swasta dan
Sederajat, Perguruan Tinggi
Swasta, Pendidikan Informal

Jakarta,

Kepada

Yth. Kepala Oinas Pelavanan PajaklKepala
Suku Oinas Pelaya~an Pajak ./
Kepala UPPO ......

di

Jakarta

/
(

Berdasarkan Peraturan Kepala Oinas Pelayanan pajak! Nomor .
Tahun tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) di Bidang Pendidikan Swasta, bersama ini ami mengajukan
permohonan Pengurangan PBB-P2 sebagai berikut :

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama SO Swasta/SMP Swaslal
SMA Swasta/SederajaU
Perguruan Tinggi Swastal
Pendidikan Informal ...... .*)

2. Alamat
3. Kelurahan
4. Kecamatan
5. Kabupaten/Kota')
6. Nomor Telepon

Seba9ai Wajib PajaklWajib Pajak Badan/Kuasa Wajib Pajak'), atas pbjek pajak:
1. Nomor Objek Pajak
2. Alamat Objek PBB-P2
3. Tahun PBB-P2 Terutang

Oemikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.

Hormat '~anhi,

SO Swasta/SMP swast~SMA Swastal
SederajaUPerguruan T nggi Swastal

Pendidikan Infor al .. .*)

Nama Wajib 9ajak
Jabatan

Keterangan
*) coret yang tidak perlu



Format 2

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN RUTIN SO SV'J\A.STA,
SMP SWASTA, SMA SWASTA DAN SEDERAJAT, PTS

DAN PENDIDIKAN INFORMAL

YAYASAN/PERGURUAN TINGGI
TAHUN DAN MASA PEMBUKUAN

I. PENERIMAAN:

1. Sumbangan Siswa/Mahasiswa : Rv .
(Sumbangan Pembinaan Pendidikan, Uang Pendaftaran, Biaya
Seleksi Ujian Masuk, Uang Gedung dan sebagainya)

2. Hibah dan Sumbangan lain yang bukan dari Siswa/Mahasiswa R" ..
(Perorangan, Lembaga Pemerintah, Lembaga non Pemerintah
dan Masyarakat)

3. Hasil Usaha Lain : R", ..
(Penyewaan tanah dan/atau bangunan serta usaha komersial
lainnya)

JUMLAH PENERIMAAN R", ..

II. PENGELUARAN RUTIN:

1. Gaji/honor untuk karyawan, Pengajar dan sebagainya

2. Biaya Pemeliharaan
(gedung, kantor, gedung kuliah dan sebagainya)

3. Biaya Administrasi dan Penyediaan Sarana Belajar-Mengajar
(alat-alat tulis kantor, buku-buku pelajaran dan sebagainya)

4. Biaya rutin iainnya

JUMLAH PE~JGELUARANRUTIN

R" ..

R" .

R" ..

Hormat kami,

SO Swasta/SMf) S!asta/SMA
Swasta/SederajaUPer uruan Tinggi

Swasta/Pendidikan I formal. ..*)

Nama Wajib Flajak
Jabatan

Keterangan
*) coret yang tidak perlu



"
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Format 3

PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGA~ PBB-2
so SWASTA, SMP SWASTA, SMA SWASTA DAN SEDERAJA1, PTS

DAN PENDIDIKAN INFORMAL

No Penelitian Persvaratan ..)
Persyaratan PBB-P2 Ada Tidak Ada Keteranaan

1 Permohonan dibuat secara tertulis dalam
bahasa Indonesia yang disertai dengan
alasan dan ditandangani oleh wajib pajak
atau kuasa

2 Surat Kuasa bermeterai cukup apabila
permohonan dikuasakan

3 Identitas wajib pajak/KTP
identitas pemilik atau direksi atau yang
dikuasakan

4 Nama dan alamat Wajib Pajak/Oirektur
sesuai dengan yang tercantum dalam SPPT
PBB-P2/SKPO

5 Nomor Obiek Pajak (Nap)
6 Alamat Obiek Paiak
7 Fotokopi Akta Pendirian atau Perubahan
8 Tahun PBB-P2 Terutang yang dimohon

penouranaan
9 Persyaratan Permahanan PBB-P2 yang

dilampirkan :
1) Fatakapi Akta Pendirian dan Perubahan

SO Swasta/SMP Swasta/SMA Swastal
sederajaUPTS/Pendidikan Informal-)

2) Fotokopi identitas Wajib Pajak/Pemohon
SO Swasta/SMP Swasta/SMA Swastal
sederajaUPTS/Pendidikan Informal-)

3) Fotokopi SPPT PBB-P2 SO Swastal
SMP Swasta/SMA SwastaisederajaUPTSI
Pendidikan Informal-)

5) Laporan Keuangan meliputi, antara lain
neraca awal dan neraca akhir yang telah
diaudit oleh aparat pengawas fungsional
pemerintah dan/atau akuntan publik

6) Laporan penerimaan dan pengeluaran
rutin

7) data lain yang mendukung dan
berhubunaan denaan Laporan Keuanaan

10 Besaran pemberian penquranaan PBB-P2 ...............%( .... )

Ket:
-) Coret yang tidak perlu
--) ada/tidak ada diberi tanda (-J)

Peneliti

(Nc ma Jelas)



·. Format 4

BtRITA ACARA
PENELITIAN PENGURANGAN PBB-P2

KEPADA SD SWASTAlSMP SWASTAISMA SWASTAISEDERAJAT/~TSI

PENDIDIKAN INFORMAL»

NOMOR: .

Pada hari ini langgal. bulan lahun ) yang bertanda
tangan di bahwa ini

Nama NIP

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UPPD/Suku DinaslDinas ~laYanan Pajak
Nomor langgal........ telah mengadakan pe elitian lapangan
alas objek pajak yang telah dikemukakan dalam Surat Pengurangan PBB-f'2 ari Wajlb Pajak
langgal........................... perihal Permohonan Pengurangan PBB-P2 SD Swa ta/SMP Swastal
SMA Swasta/sederajaUPTS/Pendidikan Informal» tahun ...... atas :

1. Nama Wajib Pajak

2. Alamat Wajib Pajak

3. Alamat Objek Paja~

4. SPPT Tahun

5. Pajak Terutang

Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat SUMPAH JABATAN.

Jakarta.

Peneliti

NIP. 'Jar.......
;-

Menyetujui :

Kepala UPPD/Kepala Suku Dinasl
Kepala Bidang.

Nama
NiP .

Menyetujui :

Kepala Seksi UPPD/Suku DihaslDinas
Pelayanan Pajak»

Nama
NiP .

Menetapkan :

Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi DKI Jakarta.

Nama
NiP .

Ket:
*) coret yang tidak perlu



OINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI OKI JAKARTA

UPPD/SUKU DINAS/DINAS PELAYANAN PAJAK*)

LAPORAN HASIL Pl:NELITIAN LAPANGAN
Nomor:

Sural Perintah Tugas Nomor
Tanggal Penelilian

Format 5

I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak:

1. NOP PBB-P2

2. NPWPD

: C I I I [J 0=0 [II] c:r:IJ o:::::::o:::::J 0

:0 CI UCIIJD I I 0
3. No. Seri SPPTI SKPD *
4. AJamat

RT/RW:Kelurahan
Kecamatan
Kota Administrasi

5. Nama dan alamat
Ahli Waris Wajib Pajak 1.

2.
3.

6. Pekerjaan/Usaha
7. Nama/Merk Perusahaan

Alamat
Nomar Telepan
Alamat Cabang 1.

2.
3.

Nama, jabalan dan alamal
pengurus menurut akte
notaris lerakhir

'-./



Menimbang: a.

Format 6

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAKlKEPALA SUKU DINAS PEL1YANAN PAJAK!
KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAW)

NOMOR

TENTANG

PENGENMN DAN PENGURANGAN PAJAK BUMI OAN BANGUNAN PERDaSMN DAN
PERKOTAAN KEPADA SO SWASTAlSMP SWASTAISMA SWASTAlSED!1RAJATI

PTS/PENDIDIKAN INFORMAL*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAKlKEPALA SUKU OINAS PELAYA
KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH:)

bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor..... Ta un ..... lenlang
Pengurangan Pajak Buml dan Bangunan Perdesaan dan Per olaan alas SO
Swasta/SMP Swasta/SMA Swasla/SederajaVPTS/Pendidikan Infor al*);

b. bahwa berdasarkan dengan sural permohonan pengurangan PB -P2 alas nama
Wajib Pajak nomor langgal . yang
diterima Dinas/Suku Dinas/UPPD berdasark n landa terima
nomor langgal bulan ta un......... atas
SPPT/SKPD PBB-P2*) nomor Tahun Pajak dan dengan
mempertimbangkan penelitian administrasi pengurangan PBB-P2 nomor ..
tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohon n pengurangan
PBB-P2 dimaksud;

Mengingat

Menetapkan :

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dala huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Kepulusan Kepala Dinas Pelayanan Pa ak/Kepala Suku
Dinas Pelayanan Pajak/Kepala Unil Pelayanan Pajak Daerah*) ten ng Pengenaan
dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perk aan kepada SO
Swasta/SMP Swasta/SMA Swasta/SederajaVPTS/Pendidikan Informal );

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeri lahan Oaerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- ndang Nomor
12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 1roVinsi Daerah
Khusus ibukota Jakarta sebagai Ibukola Negara Kesatuan Republik ndonesia;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daera dan Retribusi
Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenlang Pembentukan Peraluran
Perundang-undangan;

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Kelentuan Umum p~jak Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi ban Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;

7. Peraturan Gubernur Nomor.......... Tahun........... tentang p1ngenaan dan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perko~an di Bidang
Pendidikan Swasta;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAKJKEPALI~ ~UKU DINAS
PELAYANAN PAJAK/KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAERA *) TENTANG
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESMN DA PERKOTMN
KEPADA SO SWASTAlSMP SWASTAISMA SWASTA DANSE ERAJAT/PTSI
PENDIDIKAN INFORMAL*).



2

... -_.- .......................... "'''U' I I ..... L.O , , •

NO. TAHUN NO & TGL JUMLAH PBB-P2 JUMLAH PBB-P2 YG TELAH JUMLAH SISA

PAJAK NOP PBB-P2
SPPT PBB-21 SKPD· YG HARUS DIBAYAR PIUTANG

DIBhvho -..."
< 3 4 5 6 7 8

Catatan: Folokopl SPPT PBB-21SKPD/Surat Tanda Terima Setoran (STTS) agar dilampirkan

III. Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan :
1. Kepulusan angsuran/penundaan pembayaran pajak
2. Surat KeberataniBanding
3. Nomor dan Tanggal Sural Teguran
4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa
5. Nomor dan Tanggal Sural Perinlah Sila dan Risalah Sita
6. Tan9gal Pelelangan

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

,



V. Lampiran (sural-sural yang dianggap penling) :
1.
2.
3.

VI. Kesimpulan dan Usul :

Mengetahui,
KASI UPPO/SUKU OINAS/OINAS PELAYANAN

PAJAK-)

NIP

Ket:
-) Coret yang tidak perlu

'-

3

PENELITII,

NIP

Menyetujui :
KEPALA OINAS/KEPALA SUKU

OINAS/KEPALA UPPO-)

NIP

'-

NIP

PENELITI II,



•

,

KESATU

2

Memberikan pengurangan PBB-P2 terutang yang tercantum d<!lam SPPT PBB-
P2/SKPD .) nomor Tahun Pajak .

a. Wajib Pajak
Nama
Alamat
Kelurahan
Kecamatan

b. Objek Pajak
NOP
Alamat objek

..........................................., .

KEDUA

Kelurahan ............................................•.................
Kecamatan ..

~:~~;n~:n/K~~an~r~~~~~asi P'B'B~'P2"" 'y~~g"" t~~~i~~;"" ~~b~b~;"" ~ ~ %

( persen) dari PBB-P2 yang terutang.

Besarnya PBB-P2 yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana\ dimaksud pada
diktum r~ESATU adalah sebagai berikut :

a. PBB-P2 yang terutang menurut SPPTlSKPD PBB-P2') Rp , ..

b. Besarnya pengurangan PBB-P2
( %XRp ) Rp ..

c. Jumlah PBB-P2 yang terutang setelah pengurangan (a-b)
( ) Rp .

KETIGA Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan datm Keputusan
Kepala Dinas Pelayanan Pajak!Kepala Suku Dinas Pelayanan Pa k!Kepala Unit
Pelayanan Pajak Daerah*) ini, keputusan in! akan dibetulkan se uai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak!Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak!
Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah*) inl mulai berlaku pada tang()al cjitetapkan.

Oitetapkan di Jakarta
pada tanggal

Kepala Oinas/Kepala Suku Dinas/Keijlala UPPO,*)

NIP .

Tembusan:

1. Kepala BPKD Provinsi OKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi OKI Jakarta
3. Kepala Dinas/Suku Oinas/UPPO *)

Keterangan :
.) coret yang tidak perlu


